
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Penilaian Sasaran
Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu didukung sistem daring untuk
menilai kinerja Pegawai secara proporsional, terukur dan
transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sistem Informasi
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan
Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan
Kepegawaian;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri
Sipil;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM INFORMASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
3. Perangkat Daerah yang selanjut disingkat PD adalah Perangkat

Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD

adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya sisingkat PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lumajang.
6. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan
pemberhentian.

7. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang
selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi, data
kepegawaian dan layanan kepegawaian yang disusun secara
sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis
teknologi informasi.

8. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang
yang selanjutnya disingkat SIPERLU merupakan layanan yang
dikhususkan pada penanganan administrasi presensi ASN di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
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9. Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
merupakan layanan yang dikhususkan pada penanganan
administrasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan
ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon V atau
pejabat lain yang ditentukan.

11. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat
Penilai.

12. Hari adalah hari kerja.
13. Jam Kerja adalah masa atau waktu melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
SISTEM INFORMASI PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 2

(1) PNS wajib menyusun SKP.

(2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi
Kerja PNS.

Pasal 3

(1) Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dioperasikan
melalui perangkat gawai berbasis android dan/atau komputer.

(2) Perangkat gawai sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib
disediakan oleh PNS.

(3) Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
disediakan dan ditatalaksanakan oleh BKD.

Pasal 4

Pengisian Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. penyusunan Sasaran Kinerja dapat dilakukan maksimal 10

(sepuluh) hari kerja pertama pada bulan Januari setiap tahun;
b. pengajuan Capaian Kinerja dapat dilakukan 5 (lima) hari kerja

pertama setiap awal bulan;
c. persetujuan Capaian Kinerja dilakukan maksimal 3 (tiga) hari

kerja setelah pengajuan capaian;
d. aktivitas harian diisi setiap hari;
e. aktivitas harian dinilai oleh pejabat penilai setiap hari.

Pasal 5

Modul Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD.
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Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

(1) SKP ditetapkan dengan cara mencetak hasil penyusunan
sasaran kinerja dan ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang.

(2) Penilaian Prestasi Kerja ditetapkan dengan cara mencetak hasil
penilaian dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja
PNS.

BAB III
SANKSI

Pasal 7

(1) PNS yang tidak menyusun SKP secara daring dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi
kerja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KEADAAN KAHAR

Pasal 8

Dalam keadaan kahar penyusunan SKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara tertulis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk SKP
periode Tahun 2021.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Nomor 71) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI



6

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 10
PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Sekretaris Daerah

Asisten

Kepala BKD

Plt. Kabag.Hukum


